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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, hal ini tercantum di dalam UUD 

1945, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti Republik 

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 

1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara 

bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan atau apa yang boleh

i

dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang

yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang 

mungkin akan terjadi dan kepada alat pelengkap untuk bertindak menurut hukum.2

Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat yaitu masalah korupsi. 

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan baik 

dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Adapun sejarah 

membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.3

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis 

kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi

1 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, ( Jakarta : Sinar Grafika 2005 ) hal 1
2 Ibid, hal. 23
3 Ibid, hal. 24

1
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ini. Yang menjadi masalah utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring 4dengan

kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman negara-negara 

maju memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat 

pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.4

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam bidang 

pembangunan, memerlukan kegiatan pengadaan baik barang maupun jasa dalam 

rangka pemenuhan atas kebutuhan rakyat, serta mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil, makmur baik materil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila

dan Undang undang Dasar 1945.

Pada tahun 2005 saja, biaya belanja pemerintah pada sektor pengadaan

barang mencapai kurang lebih 74 trilyun. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) hampir separuhnya

digunakan untuk pengeluaran publik diberbagai sektor, khususnya untuk kegiatan

pengadaan barang maupun jasa.

Untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar 

berjalan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan 

adil bagi semua pihak. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

sebagai pedoman pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dikeluarkannya atau diterbitkannya Keppres No. 80 Tahun 2003 ini, sudah 

barang tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya perbuatan-

4 Andi Hamzah, Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara (Jakarta : Sinar Grafika , 2005 ) hlm 1
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perbuatan atau perilaku yang dapat membahayakan atau setidak-tidaknya dapat 

mengganggu penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Hal ini oleh karena disisi 

lain kejahatan atau tindak kriminal yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku 

menyimpang,5 selalu ada melekat tiap bentuk masyarakat atau tidak ada masyarakat 

yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman 

peringatan terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau keteraturan 

sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, dan merupakan 

ancaman riel atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.6

Namun tetap saja pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana 

selama ini ada anggapan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terjadi 

praktek yang mengakibatkan High Cost Procument, baik melalui mark up harga yang 

disengaja maupun tidak. Disatu sisi karena nilai kontrak untuk pengadaan barang dan 

jasa besar. Maka disisi lain, pelaksanaannya selalu melibatkan banyak pemain 

(kontraktor), yang membuka peluang terjadinya penyuapan, pemerasan, ataupun 

bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya.

Suap menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk 

memenangi kontrak dan konsesi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para 

pejabat tinggi dan kontaktor.

Selain indikasi suap, modus korupsi lainnya yang kerap terjadi pada proses 

pengadaan barang dan jasa adalah praktek Penggelembungan dana (mark up),

6 SaParina Sadli, Persepsi sosial mengenai prilaku menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 1976 hal. 36 
Ibid *
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pemerasan, proyek fiktif, dan penunjukan langsung. Adapun beberapa contoh kasus 

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan antara lain:

Kasus perkara Amir Syarifuddin selaku mantan Kepala dinas 

Perhubungan mengenai pengadaan armada atelit pada PON XVI di

1.

Sumsel pada tahun 2004.

Penggelembungan dana yang dilakukan oleh salah satu pejabat 

negara Yuzril Izha Mahendra mengenai pengadaan tinta sidik jari 

pada pemilihan pemilu yang sampai saat ini masih dalam preses

2.

peradilan.

Penggelembungan dana (Mark up) pada proyek pemilu dengan3.

dugaan korupsi sebesar empat puluh milyar pada tanggal 6 Mei

2004 Palembang.

Penyimpangan dana APBN dan belanja DPRD dikabupaten4.

Lombok pada proyek pengadaan alat kantor senilai empat puluh

juta.

5. Korupsi penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan 

Gedung Islamic Center dan Bantuan Bencana Alam yang dibiayai 

oleh APBD pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat tahun

2003.

6. Pengelembungan dana (Mark up) pada proyek pengadaan 

pembangunan rumah Sakit di Prabumulih Palembang pada tahun 

2006.
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Pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat azas dalam 

pengadaan barang dan jasa pada kasus Bank Bali.

(Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang terindikasi adanya 

Pengelembungan dana (Mark up) yang didapat melalui International 

Corupption Watch).

Dari beberapa kasus diatas penulis ingin mengupas dan menganalisis kasus 

perkara Amir Syarifuddin selaku mantan Kepala Dinas perhubungan yang terbukti 

bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi berupa Mark up dana pengadaan 

armada mobil transportasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI 2004 serta 

melanggar ketentuan Keppes Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa pemerintah karena pada proyek tersebut dilakukan tanpa 

tender terbuka atau penunjukan langsung.

Kajian Indonesian Corruption watch (ICW) pada tahun 2005, terdapat 43 

kasus yang terindikasi korupsi disektor pengadaan barang dan jasa yang modusnya 

menggunakan penunjukan langsung7. Terungkap bahwa mekanisme pelaksanaan 

proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan 

langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran serius. Padahal 

dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 

10 ayat (1) Keppres No.80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang dan jasa sampai 

dengan nilai Rp.50 juta wajib dibentuk panitia pengadaan serta pasal 17 ayat (1) 

bahwa dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pada prinsipnya dilakukan melalui

7.

7 3- ICW tanggal 17 sept 2006
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didalammetode pelelangan umum. Setelah terjadi berbagai macam penyimpangan 

pelaksanaan barang dan jasa maka penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan 

baik masyarakat ataupun pejabat yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan 

yang termasuk didalam tindak pidana korupsi ini.

Hal inilah yang melatar belakangi serta mendorong penulis untuk mengangkat 

permasalahan serta mengambil judul : “TINDAK PIDANA KORUPSI

TERHADAP PELANGGARAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80

TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk membatasi pembahasan,

penulis mengidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang

Tindak Pidana Korupsi dalam mengatasi adanya penyimpangan terhadap 

pelanggaran Keppres nomor 80 tahun 2003 ?

2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyedia 

Barang Dan Jasa Pemerintah yang dirugikan dalam pelaksanaan ketentuan 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah ?
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C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum 

dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana korupsi terhadap 

pelanggaran pada ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003.

yang

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka ruang 

lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini, lebih dititik beratkan pada masalah 

tindak pidana korupsi pada penyimpangan kegiatan pengadaan barang dan jasa 

pemerintah berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 yang direvisi oleh Peraturan 

Presiden No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai berikut:

1. kegunaan teoritis

memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan bidang 

ilmu hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana secara khusus.

2. kegunaan praktis

a. sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan kalangan praktisi 

hukum maupun teoritisi hukum sebagai upaya pencegahan dan
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pemberantasan setiap bentuk tindak pidana korupsi, khususnya 

pada kegiatan pelaksanaan barang dan jasa yang merugikan

keuangan dan perekonomian negara.

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka

penyempurnaan maupun penyusunan kebijakan-kebijakan yang

lebih baik sebagai suatu upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi, khususnya pada kegiatan pelaksanaan

barang dan jasa.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan 

permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian 

terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal 

pada peraturan perundangan yang berlaku
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3. Tahap Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 

kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis meneliti data 

sekunder bahan hukum primer, berupa Keppres Nomor 80 tahun 2003 

tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa dan Undang undang nomor 

31 tahun 1999 Juncto Undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, serta literatur-literatur lainnya yang

terkait. Disamping itu, meneliti data sekunder bahan hukum sekunder

berupa karya-karya ilmiah dan doktrin dibidang hukum, dan penelitian

data sekunder bahan hukum tersier, berupa kamus, koran dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah literatur-

literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif, sehingga tidak menggunakan model-model matematis dengan 

rumusan-rumusan statistik.
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